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disebut PRT) me i3 gl kehidug@in@is@ial  ekono funya dengan cara
memberikan jamj PSi 3 tah melind -hak PRT Nomor 2 Tahun
2015 tentang R ng selanjutnya Dl  Permenakd ET). Permenaker
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dan lembie pe ah tangga. permenaker asIRT wajib
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The respo e work wr Oed to do social and

economic’s wakgaq lal life, such as ™g@Providing social S e dovernment protects
the rights of do rs by Man Power Ministerial Regulation 015. Man Power
Ministeria Regulation Number 2/2015 is not only a domesuc workers rule, but also to be the rule of
employer and domestic ker jer. e emplipyer has to register the social
security for their domesti @alvork $BOf this research are describing
the implementation of socijll secu [ 5 of LSM SAKPPD Surabaya
and constraints on the impigigen i bthod used in thisresearchis
a juridica sociology metitoe™ e i 5 gualit®@ive which has purpose to
describe the problems associated with this research. The data are collected by interviews and

ﬁ entati®n Wlth severa n fmants frﬂ artment Man ®Powg@™® Social Secufity Board , LSM
niversi

I in

h I Y,
proved by the argument of domestic workers who are®embers of the LSM SAKPPD, becau ere are
several obstacles such as the factor of law because Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015
does not have strong legal force public legal awareness’ factors, facilities and infrastructures there is no
data collection, socialization, implementation effort of Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015
from Department Man Power, and ,factors of society that still considers that domestic workers are not
workers so that their rights are ignored, and. These factors make the domestic workers still pay the
medical cost by theirself.
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merta dirasakan sebagai payung hukum pekerja rumah

PENDAHULUAN tangga karena belum diratifikas melaui sistem
Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum perundang-undangan formal di Indonesia sehingga
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya sebatas wacana dan cita-cita bangsa sgja

Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional negara. Pemerintah dalam  menjalankan  fungsi
(Selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Hukum supremasi hukum yakni penegakan hukum membuat
ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam aturan hukum ketenagakerjaan melalui  Undang-

Berbagai permasalahan ketenagakerjaan tak luput dari Ketenagakerjaan. (Selanjutnya disebut dengan UUK).
pengawasan dari peraturan perundang-undangza#®ang PRMggdianggap tidak dipekerjakan dalam suatu
dibuat oleh Pemerintah. Permasalahan PRT perus sehingga mereka tidak diberi akses
seringkali menjadi isu huku fon yang terhadap B smeygenyelesaian perselishan kerja
hangat di dunia termasuk akui atau layaknya umumnya di Pengadilan
tidak, PRT di perkotaan ting dalam hubungan entuk menurut Undang-

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara | Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

membantu memudahk i-hari bagi Undang Nd tentang Penyelesaian
seseorang majikag P Apat |eluasa Perselisiha el anjutnya disebut
bekerja diluar rygh i pekerjaa UU PPHI) ; cr @i tidak diberikan

carir dilua erlindung
mberika
elalu
da

SAd

rumah tangga, ndang-undang

penggunaa

pekerjaanygemct

harus diimB Kerja
jaminan sosial erja Nomor 2
menyatakan e 2 : aean gk crjia Rumah

jaminan sosial Bker Nomor 2

masyarakat yang Temian d 5 : Berlakuan peraturan
dengan martabat K A SEIE _cjs o kepastian hukum
memberikan sebuah sISlEM | agad d yang dapat dan status h oL | ak hanya menyangkut

dinikmati oleh seluruh chpa memandang jaminan sosia Semua yang berkaitan
gender, agama, suku dan stalus sosiad sehingga setiap dengan hak normatiinya sebagaimana pekerja pada
warga negara berhak mendapdikan jami unya peraturan tersebut memberikan
sosid tak terkecuali bagi PRT. intah serius dalam memperdulikan
Organitation (selanjutnya di ja dalam negeri termasuk dalam
organisasi international pemerju
dalam sektor informal termasuk PRT dibawah naungan

PBB tel enghasilkan Konvensm|LO Nomor diatur jelgs.
- Universitas:Negeri
Tangga, b G P

sebagai budak karena hak dan kewagjibannya telah
dan kewaji@gan PRT dijamin secara

aPasal 11
tentang

permasalahan baru lagi tetapi menjadi permasalahan PPRT yang menyatakan bahwa  “Pengguna
hukum di dunia Konvens tersebut lahir pada berkewajiban mengikutsertakan program jaminan
Konferensi tahunan ILO ke-100 yang mana menjadi sosial kepada pekerja rumah tangga”. Pengguna
aturan perlindungan bagi PRT, memberikan landasan diartiken sebaga orang perseorangan  yang
pengakuan dan menjamin PRT mendapatkan kondisi mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau
kerja layak sebagaimana pekerja pada umumnya. imbalan dalam bentuk lain. Magjikan dari PRT
Keberadaan Konvensi ILO Nomor 189 tidak serta merupakan pengguna jasa PRT berkewajiban

mendaftarkan jaminan sosial bagi PRT.



Meskipun Pemerintah sudah memberikan aturan
mengenai perlindungan hukum bagi PRT. Masih kita
temui berbagai kasus kecelakaan oleh PRT pada waktu
kerja, adapun beberapa berita terkait permasalahan
tersebut yang penulis kumpulkan sebagaimana yang
dikutip dalam Tribattanews Surabaya;
Seorang PRT, ditemukan tewas di dalam kamar
mandi rumah di J Raya Gubeng 49 Surabaya,
pada hari Rabu (20/4) malam. Korban yang
diketahui bernama Ngatinem (48), wargagd@fisun
Sumber rejo Rt 001 Rw 033 Desg 0 Rati
Kec. Sumberbaru Kaif Jeg enurut
keterangan anak kor#ll ya gkapkan,
bahwa korban m iny g it tekanan
darah tinggi sgig u dan secara
rutin berobg di i
Kasus djjsias gambaran
bahwa jamina z pent menjami
kehidupan sos . S8 ‘ memilik
Ot 18 Proving
Jawa Timuylkadt 8 Ha ktika
adanya d : arka

2014 di g
dengan afillsatan
disekitar i~sebag i

K aDUere K otal ahurms

Kabupaten

/Kota
Surabaya
Malang 1.25
Jember 1.214.495 1.157.462
Sidoarjo 1.048.577 1.069.708
Pasuruan 819.448 843.685

Kota Surabaya sebagai
industri ini merupakan pusat
industri, dan pendidikan di kaw ur®di pul
Jawa. Perekonomian yang pesat menuntut pembantu

-~ niversitas:Negeri-Si

tahun 2014 sebanyak 1.465.502 Jiwa, jumlah tersebut

! Agunkday. 2016. Diduga Karena Tekanan Darah
Tinggi, Pembantu Rumah Tangga Ditemukan
Meninggal di Kamar Mandi. (Online),
(http://surabayaraya.com/diduga-karena-tekanan-darah-
tinggi -pembantu-rumah-tangga-ditemukan-meninggal -
di-kamar-mandi/,diakses 19 Mei 2016)

berada di peringkat pertama jika dibandingkan dengan
Kota Sidoarjo sebanyak 1.069.708 Jiwa, dan Kota
Jember sebanyak 1.157.462 Jiwa.? Tingkat angkatan
kerja yang tinggi dibandingkan kota lain menunjukan
kebutuhan akan kemudahan PRT juga tinggi selain itu
ILO melakukan perhitungan estimasi melalui :
Hasil analisa data survei Sakernas dan
Susenas menyatakan bahwa selama 3 tahun
terakhir yakni tahun 2012 menunjukkan
terdapat sekitar 2.555.000 PRT berusia 15
n ke atas yang bekerja di dalam negeri di
sia d ,7 juta diantaranya bekerja di
tersebut menggambarkan
di Pulau Jawa memang

ggunaan PRT di
angkatan kerja
di Surabaya
RT (di Surabaya
ja dengan
cgl-oh ke atas
akan jasa

g cukup
fari data
filan untuk
dimaksud

aneka barang maupun jasa. Jasa yang dimaksud juga

% Hasil Wawancara dengan Bpk. Irfan Afandi .
Koordinator ILO Prov. Jawa Timur. Tanggal 10
November 2015



termasuk jasa penggunaan PRT. Hasil survei Litbang

Kompas menyatakan bahwa:
Enam Kota besar (Jakarta, Yogyakarta,
Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar)
menunjukkan kisaran jumlah yang sama.
Kelas menengah berjumlah 50,3 persen dan
kelas menengah atas 3,6 persen, sisanya
merupakan kelas atas (1 persen), bawah (39,6
persen), dan sangat bawah atau kelas yang
betul-betul miskin (5,6 persen). Lagfigan
dommas Jumlah kelas meneng ¥ besar,

ada dapat ditarik sebu
estimasi PRT di kota
angkatan kerja delg
menggunakan j iR
menegah keats
berjumlah 1
Surabaya RQerj
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masyarakat
pro demokras®
Berdasarkan latar™
meneliti pelaksan C
menentukan PRT vy daam LSM
SAKPPD sebagai sa ganisasi  peduli
perempuan yang bekerja sebaddl pekerjainformal yang
sebagian besar bekerja sebagai PRl di K ab

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis

empiris, memberikan deSkrI|E|
tentang ﬂ

yang ter
dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam
penerapan program jaminan sosia bagi PRT yang

* Setiawan, Bambang. 2012. Kelas Menengah:

Konsumtif dan Intoleran. (Online),
(http://nasional.kompas.con/Kelas.Menengah.Konsumt
if.dan.Intoleran.com, diakses tanggal 11

November 2015)

Pemberi i erjgmPekerja, Dan
gﬂrﬁﬂt un 2016

tergabung dalam LSM SAKPPD Kota Surabaya. Hal ini
penditi menggunakan pendekatan kualitatif, Teknik
kualitatif dipakai dengan harapan dapat memberikan
gambaran atas data hasil penélitian yang diperoleh dari
proses pengumpulan data baik wawancara dan
dokumentasi terkait permasalahan yang diteliti. Data
yang diperoleh didapatkan dengan turun langsung ke
lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian akan menjabarkan tentang apakah
peldggghaan program jaminan sosial bagi PRT yang
tergab am LSM SAKPPD Kota Surabaya sudah
terlaksa erlaksana dan mengidentifikas
faktor pe jami
sosia bagi
Kota Surabs

g dalam LSM SAKPPD
Nomor 2 Tahun 2015
a fienelitian ini, maka
tiofmi di lakukan di
dimaksud yaitu
ja kerja Kota
Tjmur, KCU
Datikerja PRT.
r pengguna
SAKPPD,
i Bidang
munikasi
a

penelitian
peneliti
. Pasal 28
asar Negara
ang-Undang
laminan Sosia

- vomer. 24 Tahun 2011
cl 10 P aminan Sosid ,
Peraturan P€ Rep Indonesia Nomor 84

Tahun 2013 T4 ghan Kesembilan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14
3 Pgliyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Peraturan  Pemerintah  Republik

Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain
erima Bantuan luran

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan
Kesehatan dan Pasal 11 huruf (g) Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga. Dalam
analisis data, peneliti menganalisis data dengan
menggunakan metode kualitatif. Analisa yang
digunakan dalam penelitian ini adalah andisis



deskriptif, disini bahwa peneliti dalam
menganalisis  berkeinginan  untuk  memberikan
gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek
penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan
sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengenai pelaksanaan pemberian ‘

jaminan sosid PRT yang menjadi anggg SM
SAKPPD Kota Surabaya pasca berlaku enaker
Nomor 2 Tahun 2015 ten ida masa
penelitian tersebut, pen gambaran
tentang pelaksanaan p K etentuan
bahwa PRT berhak
merupakan repregint
perwujudan darj
Yang Maha Eg
mendapatkan |

hal ini
peraturan
jaminan so!
perjanjian|gg tela
yaitu PRT
Permenaker ,NO
menyatakan
megikutsertaka
“kewajiban” merj

dibebankan kewajibag,__das ian jaminan
sosial menjadi hak yang @ Oleh PRT. Jaminan

sosial yang dimaksud oleh pergienakergtidak diatyr
secara jelas jaminan sosial yang a NZMUKENg
pada aturan umum terkait jami SO

SISN. Di dalam peraturan un d

tersebut maka jaminan sosial y ak adal
produk jaminan sosial dari UU BPJS.

jasa PRT terkait pelaksanaan pemberian program
jaminan sosial, selain itu peneliti juga menemukan
faktor yang menjadi hambatan dari pelaksanaan
pemberian jaminan sosial bagi PRT di Kota Surabaya.
Faktor tersebut ditinjau dari empat elemen diantaranya
yakni faktor hukum dari Permenaker Nomor 2 Tahun
2015 tentang PPRT, faktor penegakan hukum, faktor

sarana dan prasarana serta faktor masyarakat itu
sendiri.

Pelaksanaan pemberian jaminan sosial terhadap
PRT yang tergabung di LSM SAKPPD Kota
Surabaya pasca Permenaker Nomor 2 Tahun 2015
tentang PPRT

Perbedaan status sosial yang dimiliki PRT merupakan
permasalahan yang kompleks. Disisi lain seseorang
yanmiekerja dan menerima upah dianggap sebagai
peker|d mendapatkan perlindungan dari peraturan
yang bahMgn keamanan serta jaminan
sosianya pnda an perlindungan. Di lain
pihak PR emi sur yang sama dengan
e an perlindungan yang

n PRT. Pasal 11 huruf
2 tentang PPRT,
jasa  PRT
PRTnya. BPJS
Dgrgm jaminan
Dagmmana PRT
aglisen |ainnya
il kandung,

ANt UMmkan
PRT yang
ditanggung
ana peseria addall Sega®rang yang
Payar iuran.
dipresens Ko masme! fJal peserta yang
luran yang
Pagai mana yang
Yokni a) Rp. 25.500,-

satu bulan untt an di ruang perawatan
KelasIll, b) Rp. a puluh satu ribu rupiah)
per orang per satu bulan untuk manfaat pelayanan di

u atglK elas |1 dan c) Rp. 80. 000,- (delapan
p ibu r per orang per satu bulan untuk
manf i ruang perawatan Kelas|.

i dal§glg BPJS Kesehatan bukan melalui

kepersertaan secara langsung melainkan dari pengguna

jasa PR® ;/S secara suk@irela mendaftarkan dan

- iVersitds-Neger
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wawancara dengan perwakilan BPJS Kesehatan yakni
Ibu Luluk selaku staff hukum, komunikasi publik KCU
BPJS Kesehatan Kota Surabaya. Informan menyatakan
bahwa PRT dapat dikatagorikan menjadi dua katagori
menurut cara kepesertaannya, yakni: PRT sebagai
keluarga dari pekerja penerima upah karena
kepesertaan didaftarkan langsung dari pengguna jasa




PRT, dengan besaran iuran1% dari perhitungan upah
pengguna jasa PRT/mgjikan selama satu bulan.
Klasifikasi upah diatas Rp.4.000.000,00 per satu bula
dan upah UMR sampai dengan Rp.4.000.000,00 per
satu bulan. PRT sebagai bukan penerima upah jika
mendaftarkan secara mandiri maupun didaftarkan
melalui wadah yakni LPPRT, dengan besaran iuran
sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus
rupiah) per orang per satu bulan untuk manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas I11,Rp. pO0. -
(lima puluh satu ribu rupiah) per orang pg I bulan
untuk manfaat pelayanan di rugify pe dasll,
dan Rp. 80. 000,- (delapan g rii per orang
per satu bulan untuk g
perawatan Kelas 1.

Dari hasil ggnel
fakta dilapanganiiila d
dalam progra \
jasa PRT berl gl

diklasifik
Besaran iu
iuran yanigdinese

program janipaaasasid
jaminan sosia

PRT didalamnya. ~gmmman {oal
jaminan kecelak an i e
pensiun dan jaminan ati o g Nomor 109

tahun 2013 tentang kefs han sosial maka
kepesertaan BPJS K etenagakel]aan terbagi menjadi dua
yakni peserta penerima upah lilan
penerima upah atau pekerja man
upah merupakan seseorang Yy
upah dan perintah kerja dari
pemerintah maupun non pemerintah, non pemerintah

diantarangagperse@angan yang ialankan u
milik ordhg gl b e el y
penerim r "

kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dan
menanggung resiko sendiri tanpa memiliki majikan
untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau
usahanya.

Permenaker  menjelaskan  bahwa  PRT
merupakan orang yang bekerja pada orang
perseorangan dengan ruang lingkup rumah tangga
untuk melaksanakan pekerjaaan kerumahtanggan serta

menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain, ini
artinya ada orang perseorangan selaku pemberi kerja.
Pemberi kerja yang dimaksud adalah pengguna jasa
PRT. Kemudian jika dilihat dari Pasal 1 angka (5)
Perpres Nomor 109 tahun 2013 tentang kepesertaan
jaminan sosial, menyatakan bahwa Pemberi kerja
merupakan perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga
kerja atau penyelenggara negara memperkerjakan
tebMpgia kerja atau penyelengga negara yang
mempe kan pegawal negeri dengan membayar
gaji, upd imb3@m dalan bentuk lainnya. Dari
ketentuan ismpulkan bahwa pemberi
kerja  daf menjadi  perseorangan,
pengusaha ( jegara.

Peng amgpermenaker tidak
menj el aska pun profesi dari
pengguna erja. Pengguna
asa PRT, ; engan pemberi
erja : e aik yang

enj g r(isal erusahaan
ili I un 2013.

q4

Pekerja yang bekerja kepada
pemberi kerja selain
penyelengga negara

Individu /Orang menjalankan perusahaan
sendiri maupun milik pihak lain

Persekutuan /
Badan hukum Skala usaha

(Sumber : Diolah sendiri)
Kepesertaan bagi PRT yang dapat
dikatagorikan sebagai  pekerja penerima  upah
ditetapkan tergantung dengan jenis skala usaha dari




pengguna jasa, hal ini dimaksudkan agar jaminan sosial
tenaga kerja tidak memberatkan pihak pengguna jasa
sehingga program yang diwajibkan bagi PRT sesuai
kemampuan skala usaha pengusaha. Skala usaha yang
dimaksud sebagai berikut:
Kepesertaan Program Jaminan Sosial sesuai
Skala Usaha Pemberi kerja

No. | Skala Wajib daftar program jaminan
Usaha sosial
Jaminan Kecelakaan Kerja a
1 Besar Hari Tua, Jaminan
Jaminan Pg#Siun
Jami ngile
2 Menengah Harj
3 Kecil
4

BPJS Kesehatart 0 .
pengguna jasa arg
PRTnya kedalam B enagakerjaa

maka nantinya PRT di Buai kepesertaan
dari pekerja bukan perfeM®e®™Upah atau pekerja
mandiri, dengan alasan bahwa | @i
jasa PRT untuk menetapkan b i g
sesuai dengan kemampuan d
dibandingkan pekerja penerima ti i
dari pekerja penerima upah dihitung dari besar up

sesuai sed@gkan sampai Sget ini PRT ti
mempun
~Universitas:Ne
diikuti PRT adalah jaminan kesehatan melaui

kepesertaan anggota kerabat lain dari pengguna jasa
PRT dan jaminan ketenagakerjaan melalui kepesertaan
pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.
Setelah mengetahui program jaminan sosial apa yang
wajib diberikan PRT sesuai pembahasan di atas maka
bagaimana penerapan terkait pemberian jaminan sosial
PRT pada penelitian ini yang mana ditujukan kepada

gierja selama hari senin hingan Jumat!dlmulal dengan

PRT tergabung dadam LSM SAKPPD vyang
sebelumnya telah diungkapkan oleh Koordinator 1LO
Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya lsm yang
mengorganisasi pekerja sektor informal termasuk PRT
di Kota Surabaya. Pada saat peneliti melakukan
wawancara dengan perwakilan LSM SAKPPD
menyatakan bahwa 17 anggota aktif di LSM SAKPPD
yang bekerja sebagai PRT belum ada satupun yang
mengetahui permenaker tersebut dan pihak Ism
megangkapkan bahwa hanya upah dan hari libur sgja
yang ghui oleh anggotanya. 17 anggota LSM
SAKKP! g belgrja sebaga PRT merupakan
sebagian i oS jumlah PRT di Kota
Surabaya. put (tikan dengan pernyataan
anggota LS D ernama | bu Muanik dan

sudah bekerja
pguna jasa PRT
g berdasarkan
bekerja sejak
ja (dua) 2
ermenaker
a) 2 tahun
ajgun 2015
15-2016.
guna jasa

flan
--

e Lohug

una jasa
informan

seharusnya

Permenaker N tentang PPRT.
Aturan diterapkan oleh kedua
belah pihak karena kedlia belah pihak tidak mengetahui
er Nomor 2 Tahun 2015 tentang
ini belum ada campur tangan secara
gkat desa seperti Rukun Tetangga
pat kerja informan terkait
pengawasan hubungan kerja PRT dan pengguna jasa

PRT/majikan Elhal yang digepakati dalam perjanjian

engguna
i waktu

jam kerja yakni pukul 07.00 hingga selesai, upah
sebesar Rp. 850.000,- yang dibayarkan setiap
bulannya, hari libur yakni hari sabtu dan minggu, dan
tunjangan hari raya. Selain itu, kewajiban ibu muanik
sebagai PRT meliputi membersihkan rumah, mencuci
baju, menyetrika dan memasak kue. Tidak adanya hak
cuti, makanan dan minuman yang diberikan oleh



pengguna jasa PRt/majikan kepada ibu muanik, dengan desa sesuai dalam pasal 5 Permenaker Nomor 2 Tahun

demikian hak yang diberikan belum sepenuhnya 2015 tentang PPRT sebagaimana berbunyi “Pengguna

diterapkan sesuai ketentuan pasal 7 Permenaker Nomor dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau

2 Tahun 2015 tentang PPRT. lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat
Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh

PPRT terdapat hak yang tercantum dalam kewajiban Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.”

dari pengguna jasa PRT sebagaimana pasal 11 huruf Aturan tersebut tidak diterapkan oleh kedua

(g) yakni kewajiban pengguna jasa PRT untuk belah pihak karena kedua belah pihak tidak mengetahui
mengikutsertakan PRTnya kedalam program jaminan adanya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang
sosial. Di dalam kesepakatan dari perjanjian lisgagfang PPRigdan selama ini belum ada campur tangan secara
dibuat oleh ibu muanik dan pengguna jg RTnya langs i perangkat desa seperti Rukun Tetangga
tidak ada pemberian jaminan sggfal bej daftaran di ling teygat kerja informan terkait
dan pembayaran iuran perh atg jaminan pengawass goonWlkia PRT dan pengguna jasa
kesehatan dari penggunay "RT bu muanik. PRT/majik ya ksepakati dalam perjanjian
Hal tersebut diungkapks a ibu muanik kerja secars tard man dengan pengguna
tidak didaftarkangdal ol j e ak fPRT yakni waktu
maLpun asuransiese i N i ju dimulai dengan
seharusnya d ' j 4 selesai, upah
kesehatan da : Vang yarkan setiap
pelayanan i minggu, dan

Cjll, makanan
guna jasa

lainnya ikian hak
dan lanj sesuai
muanik un 2015
diberikan pkati oleh
memulihka Uiatur juga
rumah,

a jasa PRT

. ari pengguna

pemberian j iRkaaccasl 9 R i Siabacalll® Permenaker

pendlitian ini & Prena pekerjaan

SAKPPD, dibukiTrar=g T aeemon perintah kerja
lainnya yakni [b8 i vl S g SUe 2l ah pihak. Perintah
sebagai PRT dengan peng kerja terseb oo g lingkup pekerjaan

telah bekerja (enam) 8 gon jangka waktu rumah.
(empat) 4 tahun sebelum adainya Permenaker Nomor 2
Tahun 2015 tentang PPRT terhitiillg m jat
2010-2014 dan (dua) 2 t
Permenaker Nomor 2 T S5H t

perlindungan PRT terhitung m t 20%-
2016 dengan patokan tahun 2015 yang mana

Permen Noma 2 Tahun 205 tentang Pl waktu ishr dan pengobgtan. Meski pengobatan
diundan ﬁrlsrlla e I kng | melalui
[ g el BPJS

Kewgjiban 1nfOrman yang cukup kompleks

erj rumah tangga dibutuhkan stamina

y ima d forman, namun informan juga tidak
men pada saat bekerja mengalami
yang mengakibatkan informan
tidak dapat bekerja secara prima sehingga dibutuhkan

jasa PRT didasari oleh suatu kesepakatan yang timbul K esehatan namun belum dapat dirasakan oleh informan
pada tahun 2010 yang mana pengguna jasa PRTnya karena pengguna jasa PRT belum mendaftarkan
membuat perjanjian kerja dengan informan secara kedalam program jaminan kesehatan. Dengan demikian
lisan. Perjanjian kerja tersebut hanya diketahui oleh selama hubungan kerja berlangsung, informan hanya
keluarga kedua belah pihak sagja yakni anak dan suami mendapatkan obat-obatan yang diberikan secara
dari masing-masing pihak. Setelah diundangkannya sukarela dan waktu istirahat untuk memulihkan
permenaker tersebut seharusnya perjanjian kerja baik staminanya sebagai bentuk tanggung jawab dari
secara lisan maupun tulisan diketahui oleh perangkat penggunajasa PRT.



Dari kedua informan di atas dapat dinilai peranturan terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2015

bahwa belum adannya pemberian hak PRT yakni tentang PPRT ini secara hirearki belum jelas
jaminan sosial dari masing-masing penggunajasa PRT. dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan
Indikator lainnya juga dilihat dari keterlaksanaan para di atasnya yang berkaitan dengan permasalahan PRT,
pihak dalam menangani permasalahan PRT dari Dinas Permenaker ini masih mengacu dengan kewenangan
Tenaga Kerja Kota Surabaya yakni belum adanya Menteri untuk membuat regulasi sehingga belum
pendataan, pembinaan dan pengawasan sampai saat ini adanya acuan dasar hukum utama PRT dari

terhadap penduduk pendatang maupun warga Kota Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT
Surabaya yang bekerja sebagai PRT sehingga ‘ membuat lemahnya peraturan ini diterapkan karena
menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemalagfan tiddngedapat dikaitkan kedalam UUK, hal tersebut
terkait hak-hak PRT, selain itu Dinas Kerja beraki™ hwa beberapa aturan yang belum jelas

Kota Surabaya hanya melaggkan an izin dalam Pt or Naggor 2 Tahun 2015 tentang PPRT
operasional LPPRT sehiggg Q lembaga terkesan dipjekan untuk dikaitkan ke
penyalur tidak dapat di 3 ter ggota LSM peraturan g-u an lainnya dari  aspek-
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tidak diinginkan oleh se #Pasal 11 huruf (g)
Permenaker Nomor 2 Tahun 20
merupakan ketentuan berisi k

Kedua, ek hukum yakni Dinas
Tenaga Kerja masih melakukan pengawasan dalam
an pra perizinan |pprt sehingga PRT
ungan kerja dengan pengguna jasa
Ipprt sangat sulit untuk dijangkau

ubungan kerjanya. Hal ini juga
tidak boleh ditawar oleh penggu - : .
f s, Iapangan ditemuken dari hasil pen eI| fian diakui oleh pihak LSM SAKKPD, pengguna jasa PRT

dan PRT.y enjadi inforgnan dalam penelitian ini

%}?ﬁma iﬂe eri-Strabaya-—.-
pertama

PRT di PPD tid ari has rsaana

pendlitian yang dilakukan oleh pendliti kepada para dan prasarana selama ini PRT belum memiliki sarana
) S . terkait upaya sosialisasi, pendataan, pembinaan secara
informan yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, teratur kepada PRT di Kota Surabaya. Hal tersebut juga
ILO Provins Jawa Timur, BPJS Kesehatan KCU » 4 JU9

Surabaya serta pengguna jasa PRT memberikan respon d:;kw rnO:r)]h ;;12: Dt::has ;egoas?; 'I;esrij at:r(lz;i SU;r?]bsﬁ
terkait permasal ahan tersebut yakni: yang y W, ' jami

Pertama, faktor hukum itu sendiri yang dapat sosid selama ini hanya ditujukan kepada perusahaan-

- . . perusahaan di Kota Surabaya meskipun Dinas Tenaga
dilihat dari beberapa elemen diantaranya adalah Kerja pernah melokukan sosidlisas jaminan sosid




kepada pekerja informal namun pekerja informal yang mendapatkan jaminan sosial. Kendala yang dialami

dimaksud bukan PRT melainkan pekerja bengkel dlil meliputi  faktor hukum yakni belum mempunyai
namun tidak dilakukan secara rutin dengan aasan kekuatan hukum yang kuat karena belum ada aturan di
bahwa keterbatasan anggaran sehingga harus atasnya terkait PRT terkesan Permenaker tersebut ada
memprioritaskan pekerja dalam sektor formal. untuk dipaksakan, dan belum jelas jaminan sosial apa
Kemudian pihak BPJS Kesehatan KCU Surabaya yang yang dimaksud ketentuan tersebut. Kedua, faktor
memilki kewenangan dalam pelaksanaan jaminan penegak hukum yakni terbatasnya kewenangan yang

sosid melalui amanat UU BPJS juga belum
melakukan upaya penyuluhan terkait jaminan sosial sarana dan prasarana yakni tidak ada upaya sosialisasi,
secara khusus bagi PRT namun penyuluhan haa#fa di pentigkaan, pembinaan secara teratur kepada PRT di
tujukan kepada seluruh rakyat baik mg media Kota gbaya. Keempat, faktor masyarakat
sosial maupun cetak. dibukti dariygperwakilan informan yang

Dalam lingkung k terlepas menyataka a gsih  rendah pengetahuan
dari aturan-aturan yan uran yang masyarakal Pe er Nomor 2 Tahun 2015
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perlindungan PHEER A ' i ES tige. memperdulikan
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dibutuhkany pa
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Simpulan et sankg bagi pengguna jasa PRT yang mana
Pemerintah melindungi kehidupalilisosi aliRR i deggin permengggy belum diatur.

jaminan sosial. Jaminan sosi RT

Permenaker Nomor 2 Tahun t P

sehingga mutlak menjadi tanggungjawab pengguna Buk
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